MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 44/PUU-XVIII/2020

Tentang

Penundaan Penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah

Pemohon

Jenis Perkara

Pokok Perkara

Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli
Pemilu (PWSPP)

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Perpu 2/2020) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Perpu 2/2020 bertentangan
dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

Amar Ketetapan : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

Tanggal Ketetapan:

2. Menyatakan permohonan Nomor 44/PUU-XVI1I/2020 mengenai
pengujian Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 128, Tambahan Lembaga Negara Nomor 6512)
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat
perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan
berkas permohonan kepada Pemohon;

Rabu, 22 Juli 2020.



Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan
Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 24 Juni
2020 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat
kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya,;

Bahwasetelah Panel Hakim memberikan nasihatpada sidang Panel Pemeriksaan
Pendahuluan, Pemohon di dalam persidangan pada tanggal 14 Juli 2020 menyatakan
menarik permohonan bertanggal 8 Juni 2020 perihal permohonan pengujian Pasal 201A
ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan
alasan antara lain “bahwa Komisi Il DPR Republik Indonesia telah menyetujui terhadap
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-
Undang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor
44/PUU-XVIII/2020 menjadi kehilangan objek yang diuji” (vide Surat Kuasa Pemohon
bertanggal 02 Juli 2020 perihal Pencabutan Permohonan Pengujian Undang-Undang
Dalam Perkara Nomor 44/PUU-XVIII/2020);

Bahwaterhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat
(1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau
selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK
menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan tersebuttidak dapat
diajukan kembali;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Rapat
Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Juli 2020 telah menetapkan bahwa pencabutan
atau penarikan kembali permohonan Nomor 44/PUU-XVIII/2020 beralasan menurut
hukum dan permohonan tidak dapat diajukan kembali serta memerintahkan Panitera
Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas
permohonan kepada Pemohon;

Dengan demikian, terhadap penarikan kembali Permohonan a quo, Mahkamah
menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

2. Menyatakan permohonan Nomor44/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian Pasal 201A
ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaga
Negara Nomor 6512) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ditarik kembali;



. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;

. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan
kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;



